
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR: ! ::

TENTANG

PEDOMAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan efektivitas penyelenggaraan
dan kualitas pelaksanaan tugas pokok Perangkat Daerah, maka
perlu didukung sumber daya manusia yang berorientasi pada
pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif;

b. bahwa keterbatasan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat
Daerah untuk menjalankan tugas-tugas administrasi, keahlian,
pendidikan dan kesehatan, perlu pemenuhan kebutuhan
pegawai dengan status Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
sehingga tugas dimaksud tetap terlaksana secara efektif dengan
berpedoman pada kebutuhan pegawai negeri sipil di setiap
perangkat daerah;

0. bahwa untuk menindaklajuti Pasal 99 Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Peijanjian Keija dimana Pegawai Non PNS yang bertugas
pada Pemerintah Daerah masih tetap melaksanakan tugas
untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, maka
Pemerintah Daerah menetapkan Pedoman Pegawai Non
Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan tentang Penetapan
Pedoman Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulaw^esi Tenggara dan






















